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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) fungsi pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Pupuan, (2) efektivitas fungsi 
pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan operasional LPD se-Kecamatan Pupuan. Data 
dikumpulkan dengan metode wawancara, kuisioner dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis 
dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fungsi pengawas sebagai 
internal auditor dalam  pengawasan operasional LPD di Kecamatan Pupuan dilakukan dengan empat 
metode diantaranya memeriksa, membandingkan, menganalisis serta mengecek (checking) untuk 
menjamin ketepatan setelah dilakukan verifikasi. (2) Untuk efektivitas fungsi pengawas sebagai internal 
auditor dalam pengawasan operasional LPD di Kecamatan Pupuan adalah dari 17 LPD sebanyak enam 
LPD (35,29%) termasuk dalam kriteria sangat efektif, tujuh LPD (41,17%) dalam kriteria  efektif, dua LPD 
(11,76%) dalam kriteria cukup efektif, dan satu LPD (5,88%) dalam kriteria kurang efektif kemudian 
sisanya satu LPD (5,88%) dilaksanakan secara tidak efektif. 
 
Kata kunci: efektivitas, pengawas internal dan operasional 
 
Abstract 
This study aims at finding out (1) the functional supervisor as an internal auditor in operational 
supervision at LPD in Pupuan District, (2) the effectiveness of functional supervision as an internal 
auditor in operational supervision at LPDs in Pupuan District. The data were obtained through interview, 
questionnaire, and documentation which were analyzed using descriptive quantitative analysis. The 
result showed that (1) the functions of supervisor in operational supervision at LPD in Pupuan District 
were done in four methods, such as examining, comparing, analyzing, and checking to guarantee the 
accurateness after doing verification. (2) For the effectiveness of functional supervision as an internal 
auditor in operational supervision at LPD in Pupuan District from seventeen LPDs there were six LPDs 
(35,29%) belonged to criteria of strongly effective, seven LPDs (41,17%) belonged to criteria of effective, 
two LPDs belonged to criteria of adequate, and one LPD (5,88%) belonged to criteria of less effective, 
then the other one (5,88%) belonged to criteria of not effective. 
 
Key words: effectiveness, internal and operational supervision 
 
Vol: 4 No: 1 Tahun: 2014 
 
PENDAHULUAN  
Pemerintah Provinsi Bali 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2007 merupakan perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 
Tahun 2002 tentang LPD. LPD didirikan 
dengan tujuan mendorong pembangunan 
ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan 
menghimpun simpanan dan simpanan 
berjangka dari krama desa dan 
memberikan pinjaman kepada warga desa, 
memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain 
yang dapat dipersamakan dengan itu di 
pedesaan, menciptakan pemerataan dan 
kesempatan berusaha lagi warga desa dan 
tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan 
daya beli, melancarkan lalu lintas 
pembayaran dan peredaran uang di desa. 
Tujuan tersebut dapat dicapai apabila LPD 
melaksanakan fungsi teknis dan 
manajemennya secara tepat dan 
konsekuen. LPD harus berjalan sesuai 
dengan kaidah manajemen bisnis yang 
disesuaikan dengan lingkup usaha serta 
sifat dari lembaga itu sendiri. Lembaga 
keuangan milik desa pekraman yang telah 
berkembang, memberikan manfaat sosial, 
ekonomi dan budaya kepada anggotanya, 
sehingga perlu dibina, ditingkatkan 
kinerjanya, dan dilestarikan 
keberadaannya.Penggunaan prinsip 
manajemen dalam operasi bisnis 
mengharuskan LPD mentaati kaidah 
manajemen itu sendiri, yakni mulai aspek 
perencanaan hingga pengawasan dengan 
target hasil yang efektif dan effisien. 
Berpijak dari kaidah ini, persoalan yang 
menghambat dalam pembenahan 
pelaksanaan manajemen, harus mampu 
dibebani secara benar. Pengelolaan LPD 
dilakukan oleh pengurus, dimana pengurus 
bertanggung jawab kepada krama desa dan 
di dalam melaksanakan dan mengelola 
LPD, pengurus dapat mengangkat 
karyawan dalam membantu kegiatan 
operasional lembaga. Peraturan Daerah 
Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang 
saat ini sudah diatur dalam peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 
menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan 
usaha yang dapat dilakukan oleh LPD 
adalah (1) menerima atau menghimpun 
dana krama desa dalam bentuk tabungan 
dan deposito, (2) memberikan pinjaman 
hanya kepada krama desa untuk kegiatan-
kegiatan yang bersifat produktif pada sektor 
pertanian, industri, atau kerajinan kecil 
perdagangan dan usaha-usaha lain yang 
dipandang perlu, (3) menerima pinjaman 
dari lembaga-lembaga keuangan maksimal 
sebesar 100 persen dari jumlah modal, 
termasuk cadangan laba ditahan, kecuali 
batasan lain dalam jumlah pinjaman atau 
bantuan dana. 
Sejalan dengan pesatnya 
perkembangan yang terjadi di bidang 
keuangan, maka timbul berbagai tantangan 
yang cukup berpengaruh terhadap kinerja 
LPD. LPD wajib memelihara tingkat 
kesehatannya agar terus menerus dapat 
berkembang dan memberikan manfaat bagi 
masyarakat desa dan mendukung 
pembangunan desa pekraman. Kesehatan 
LPD juga dipentingkan semua pihak yang 
terkait, baik desa pekraman selaku pemilik 
LPD, pengawas internal, pengelola LPD, 
masyarakat pengguana jasa LPD, lembaga 
pemberdayaan LPD maupun pemerintah 
selaku Pembina LPD.    
Menurut Tugiman (1997:148), 
pengawasan internal dipandang sebagai 
suatu konsep hubungan antara manusia 
yang mempersatukan pengawas internal, 
manajer, dan auditee dalam suatu 
hubungan yang baru, yang ditandai dengan 
adanya rasa saling menghargai 
kompetensi, saling mempercayai maksud 
dan saling menyukai antara para pihak 
yang terlibat di dalamnya. Banyak pihak 
yang mengandalkan peran pengawas 
sebagai internal auditor terutama dalam 
mengembangkan dan menjaga efektivitas 
sistem pengendalian internal, menjamin 
terlaksananya pengelolaan resiko dan 
menjamin terciptanya corporate 
govermance untuk menghindari 
kemungkinan terjadinya keterpurukan serta 
kegagalan dalam organisasi seperti halnya 
LPD.  
Pengawas internal LPD yang diketuai 
oleh Bendesa Adat, dituntut  untuk 
mengetahui secara utuh operasional LPD 
dan tingkat kemajuan yang dicapai. 
Pengawas internal LPD dalam melakukan 
tugas pokok pada fungsi pengawasan lebih 
ditekankan pada kegiatan pemantauan 
terhadap manajemen, operasional dan 
tanggung jawab pengurus atau pengelola 
LPD dalam memberikan pelayanan prima 
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kepada warga masyarakat serta memantau 
pencapain target yang telah disepakati 
dalam rencana kerja. Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawas Internal LPD 
menyatakan tugas pengawas internal LPD 
yang tertuang pada peraturan Gubernur 
Bali No.18 tahun 2008, meliputi mengawasi 
pengelolaan LPD, memberikan petunjuk 
kepada LPD, memberikan saran 
pertimbangan dan ikut menyelesaikan 
permasalahan, mensosialisasikan 
keberadaan LPD, mengevaluasi kinerja 
pengurus secara berkala, menyusun dan 
menyampaikan laporan hasil pengawasan 
kepada paruman desa. Bentuk ataupun 
jenis kegiatan yang dilakuakan terkait 
dengan tugas pokok tersebut perlu 
diuraikan secara teknis dalam SOP. 
Pengawasan internal yang memadai perlu 
dimiliki oleh setiap LPD guna mencegah 
terjadinya ketidakpatuhan masyarakat 
nasabah terhadap ketentuan yang berlaku 
pada LPD yang bersangkutan.  
Menurut Hery (2013: 32) “Audit 
internal adalah suatu fungsi penilaian yang 
dikembangkan secara bebas dalam 
organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 
kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan 
terhadap organisasi perusahaan”. Menurut 
Mulyadi (2002:211) “fungsi internal auditor 
merupakan kegiatan penilaian yang bebas, 
yang terdapat dalam organisasi yang 
dilakukan dengan cara memeriksa 
akuntansi keuangan dan kegiatan lain, 
untuk memberikan jasa bagi manajemen 
dalam melaksanakan tanggung jawab 
mereka”. Dengan cara menyajikan analisis, 
penilaian, rekomendasi dan komentar-
komentar penting terhadap kegiatan 
manajemen, auditor intern menyediakan 
jasa tersebut. Maka dari itu fungsi auditor 
internal perlu dilakukan di setiap LPD agar 
dapat bekerja secara efektif dan efisien. 
Kabupaten Tabanan khususnya 
kecamatan Pupuan terdapat 17 LPD. Dari 
penelitian awal, LPD yang ada di 
kecamatan Pupuan  masih mengalami 
kendala pada kegiatan operasionalnya. 
Permasalahan yang dialami yaitu dalam 
penghimpunan dana dan penyaluran kredit. 
Kegiatan penghimpunan dana dilakukan 
dengan mengumpulkan sejumlah dana dari 
masyarakat, baik perorangan maupun 
kelompok tertentu yang disebut dengan 
dana pihak ketiga yang biasanya berwujud 
tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga 
dapat dikatakan utang LPD, karena LPD 
wajib membayar harga berupa bunga atas 
utang tersebut. Kegiatan ini mengalami 
kendala karena masyarakat tidak menaati 
syarat ketentuan dan prosedur penarikan 
simpanan berjangka atau deposito serta 
penyaluran dana yaitu pemberian kredit 
masih terjadi peningkatan dalam kredit 
macet. Pada tahun 2010 jumlah kredit yang 
ada di LPD se-kecamatan Pupuan 
berjumlah Rp 109.046.000,00 mengalami 
peningkatan di tahun 2011 yaitu dengan 
jumah kredit macet sebesar Rp 
210.982.000,00. Pada tahun 2012 
mengalami penurunan dengan jumlah kredit 
macet sebesar Rp 171.911.000,00 
kemudian di tahun 2013 terjadi peningkatan 
lagi dengan jumlah kredit macet sebesar Rp 
255.347,000,00 ini tercatat pada laporan 
tahunan LPLPD tahun 2014. Kredit macet, 
berarti nasabah peminjam tidak membayar 
atau melunasi utang atau pinjamannya 
sesuai tenggang waktu dan jumlah nominal 
yang telah disepakati bersama. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
operasional diperlukan pengawasan yang 
dilakukan oleh pengawas sebagai internal 
auditor dalam pemberian kredit, 
penghimpun dana tabungan dan deposito 
untuk mencegah adanya kredit bermasalah 
serta untuk kelancaran kegiatan dalam 
operasional LPD. 
Berdasarkan permasalahan di atas 
penulis tertarik melakukan penelitian untuk 
mengukur tingkat efektivitas pengawas 
internal dalam melakukan pengawasanya 
dalam operasional LPD, untuk itu penulis 
mengangkat judul “Efektivitas fungsi 
pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD se-
Kecamatan Pupuan”. 
 
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 
dilakukan secara sistematis berdasarkan 
pada kenyataan yang diungkapkan untuk 
memperoleh gambaran mengenai apa yang 
diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah  
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LPD se-Kecamatan Pupuan dan objek 
dalam penelitian ini adalah fungsi dari 
pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD di 
Kecamatan Pupuan. 
Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berdasarkan sumbernya adalah data 
primer dan data skunder. Data primer yaitu 
berupa hasil wawancara yang dikumpulkan 
langsung oleh peneliti di lapangan dan hasil 
jawaban Kepala LPD yang diperoleh 
dengan menggunakan kuisioner. Data 
sekunder  yaitu berupa laporan klasifikasi 
pinjaman dari tahun 2010 sampai tahun 
2013 dan  jumlah LPD di Kecamatan 
Pupuan yang diperoleh dari hasil 
dokumentasi di LPLPD Kabupaten 
Tabanan. 
Penelitian ini menggunakan data 
kuantitatif berupa angka-angka yang 
diperoleh melalui kuisioner tentang 
efektivitas fungsi pengawas sebgai internal 
auditor dalam pengawasan operasional 
LPD se-Kecamatan Pupuan dan data 
kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini 
berupa fungsi pengawas sebgai internal 
auditorn dalam pengawasan operasional 
LPD se-Kecamatan Pupuan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik wawancara untuk memperoleh data 
mengenai fungsi pengawas sebagai internal 
auditor dalam pengawasan operasional 
LPD dengan jalan mengadakan tanya 
jawab langsung dengan Kepala LPD se-
Kecamatan Pupuan. Kuisioner digunakan 
untuk mengumpulkan data dengan cara 
menyebarkan daftar pertanyaan tertulis 
kepada responden yaitu Kepala LPD se-
Kecamatan Pupuan. Kuesioner tersebut 
telah dikelompokkan secara jelas mengenai 
pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk 
setiap unsur dari fungsi pengawas sebagai 
internal auditor yang akan dinilai.  
Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu 
teknik analisis data dengan melakukan 
perhitungan tertentu sehubungan dengan 
penilaian terhadap efektivitas fungsi 
pengawas sebagai fungsi internal auditor 
dalam pengawasan operasional LPD. 
Menurut Sugiyono (2011:93), skala 
Likert digunakan untuk mengukur sikap, 
perilaku, pendapat atau persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang suatu 
gejala atau fenomena sosial. Variabel yang 
akan diukur dijabarkan menjadi indikator 
variabel. Kemudian indikator tersebut 
dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun 
item-item instrument yang dapat berupa 
pernyataan atau pertanyaan. Skala Likert 
digunakan untuk keperluan analisis 
kuantitatif maka jawaban tersebut diberi 
skor, sebagai berikut. 
1) Jawaban sangat positif mempunyai skor 
5  
2) Jawaban positif mempunyai skor 4  
3) Jawaban netral mempunyai skor 3 
4) Jawaban negatif mempunyai skor 2  
5) Jawaban sangat negatif mempunyai 
skor 1 
Berdasarkan jawaban dari responden, 
maka dapat ditentukan besarnya 
persentase rata-rata dari setiap unsur 
fungsi pengawas sebagai internal dalam 
pengawasan operasional LPD. 
Menentukan persentase efektivitas 
fungsi pengawas sebagai internal auditor 
dalam pengawasan operasional LPD 
dilakukan dengan mencari jumlah skor yang 
diperoleh untuk masing-masing aspek 
penilaian dengan prosedur perhitungan 
sebagai berikut. 
1. Dari Kuisioner tersebut ditentukan 
skor nilai tertinggi yang mungkin dicapai 
dan skor nilai terendah yang mungkin 
dicapai. 
Misalnya :  
1) skor tertinggi yang mungkin dicapai = a 
2) skor terendah yang mungkin dicapai =b 
2. Menentukan besarnya range skor 
nilai berdasarkan selisih dari total skor nilai 
tertinggi yang mungkin dicapai dengan 
formulasi sebagai berikut:  
Range skor = a – b   (1) 
3. Menentukan besarnya interval nilai 
berdasarkan perbandingan antara range 
skor nilai dengan jumlah kriteria nilai yang 
diperlukan yaitu: 
1. Kreteria Sangat Efektif (KSE) 
2. Kriteria Efektif (KE) 
3. Kriteria Kurang Efektif (KKE) 
4. Kriteria Tidak Efektif (KTE) 
5. Kriteria Sangat Tidak Efektif (KSTE) 
Formulasi 
Interval nilai   
   
 
   (2) 
(Sukardi. 2003:147) 
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Keterangan : 
a = nilai tertinggi yang mungkin dicapai 
b = nilai terendah yang mungkin dicapai 5= 
konstanta 
4. Menentukan rentang nilai masing-
masing kriteria penilaian berdasarkan total 
skor nilai yang diperoleh masing-masing 
unsur dalam fungsi pengawas sebagai 
internal auditor dalam pengawasan 
operasional LPD dengan formulasi sebagai 
berikut: 
1) b + 4c < KSE ≤ a  (3) 
2) b + 3c < KE ≤ b + 4c  (4) 
3) b + 2c < KCE ≤ b + 3c   (5) 
4) b + c < KKE ≤ b + 2c  (6) 
5) b ≤ KTE ≤ b + c    (7) 
Perhitungan indikator keseluruhan  
a = 5 x 28  = 140 
b = 1 x 28 = 28 
(Sukardi. 2003:147) 
Range skor  = a – b 
   = 140 - 28 
   =  112 
     c  = 
5
28140 
 
   = 22,4 
Berdasarkan perhitungan yang telah 
dipaparkan maka rentang nilai untuk kriteria 
keseluruhan indikator dapat ditentukan 
dengan formulasi berikut. 
a. Kriteria Sangat Efektif (KSE) = 117,6 < 
KSE ≤  140 
b. Kriteria Efektif (KE) = 95,2 < KE ≤117,6 
c. Kriteria Cukup Efektif (KCE) = 72,8 < 
KCE ≤ 95,2 
d. Kriteria Kurang Efektif (KKE) =  50,4 < 
KKE ≤ 72,8 
e. Kriteria Tidak Efektif (KTE) = 28 ≤ KTE ≤ 
50,4 
5. Setelah dikelompokan dalam 
kriteria-kriteria tersebut, penilaian akhir 
yang dilakukan adalah menentukan 
persentase terhadap keseluruhan 
pernyataan-pernyataan yang terdapat 
dalam standar umum dan khusus praktek 
kerja internal auditor yang merupakan 
indikator dalam menetukan tingkat 
efektivitas fungsi badan pengawas sebagai 
internal auditor dalam pengawasan 
operasional LPD tersebut dengan formulasi 
jumlah skor total yang diperoleh dibagi 
dengan jumlah skor ideal dikali 100%. 
(Sugiyono, 2013:143) 
Formulasi di atas menunjukan 
presentase terhadap keseluruhan 
pernyataan pernyataan yang terdapat 
dalam standar profesi internal auditor atau 
standar umum dan khusus untuk praktek 
kerja internal auditor untuk menilai tingkat 
efektivitas fungsi pengawas sebagai 
internal auditor dalam pengawasan 
operasional LPD di Kecamatan Pupuan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Berdasarkan data pada Lembaga 
Pemberdaya Lembaga Perkreditan Desa 
(LPLPD) Kabupaten Tabanan tahun 2014, 
di Kecamatan Pupuan tercatat 17 Lembaga 
Perkreditan Desa (LPD) yang masih aktif. 
Hasil penelitian di LPD se-Kecamatan 
Pupuan dari 17 LPD pelaksanaan 
pengawasan sebagai internal auditor, 
diantaranya 16 LPD (94,12%) 
melaksanakan fungsi pengawas internal, 
namun satu LPD (5,88%) yaitu LPD desa 
Pekraman Sai, tidak melaksanakan fungsi 
pengawas internal LPD sesuai dengan 
program kerja pengawas internal. 
Pengawas internal melakukan pengawasan 
rutin sebulan atau maksimal tiga bulan 
sekali dalam mengawasi kegiatan 
operasional diantaranya penyaluran dana 
atau kredit, tabungan dan simpanan 
berjangka atau deposito. 
Bendesa adat sebagai pengawas 
internal yang mengetahui proses kegiatan 
operasional dari.  tahun 2010 sampai 
2013 mengabaikan tugasnya dan 
melimpahkan begitu saja kepada Kepala 
LPD. Pemeriksaan neraca atau laporan 
keuangan pada rapat bulanan dan rapat 
dengan pararum desa setiap tiga bulan 
tidak dilaksanakan oleh pengawas internal. 
Jenjang pendidikan dan pengetahuan yang 
minim yang selalu menjadi alasan 
pengawas internal tidak melaksanakan 
fungsinya sesuai program kerja dan 
peraturan pengawas internal LPD serta 
kurangnya partisipasi dan minat dari 
pengawas internal dalam mengikuti 
pelatihan perkembangan teknik audit 
melalui seminar, kursus, atau pendidikan 
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lanjutan lainnya dalam melaksanakan audit 
bidang LPD. 
Ruang lingkup pengawas sebagai 
internal auditor pada LPD se-Kecamatan 
Pupuan meliputi tujuan pemeriksaan 
operasional, teknik memeriksa, hal – hal 
yang perlu diperiksa, berkas atau dokumen 
yang dibutuhkan, cara memeriksa terhadap 
aspek manajemen LPD dan kegiatan 
operasional LPD, data fisik dan data 
keuangan, laporan kegiatan dan laporan 
keuangan, laporan pencapaian awig-awig, 
perarem dan laporan peraturan yang 
berlaku. Pengawas sebagai internal auditor 
yang melaksanakan fungsi pengawasan 
terhadap pengawasan operasional di LPD 
se-Kecamatan Pupuan dilakukan melalui 
empat metode diantaranya.  
1. Memeriksa (Examine) 
Dalam menjalankan fungsi pengawas 
sebagai internal auditor pada LPD se- 
Kecamatan Pupuan , bendesa adat selaku 
ketua memeriksa catatan- catatan, 
menginspeksi surat-surat berharga seperti 
Blanko Deposito, Cek dan Bilyet Giro dari 
BPD atau Bank lain. 
2. Membandingkan (Compare) 
Pengawas internal di LPD se-
Kecamatan Pupuan dalam melakukan 
pengawasan pada kegiatan 
operasionalnya membandingkan dari dua 
atau lebih informasi yang berkaitan dengan 
suatu transaksi atau masalah mengenai 
persamaan dan perbedaan yang terjadi 
pada operasional  LPD. 
3. Menganalisis (Analyze) 
Pengawas internal LPD se-
Kecamatan Pupuan melaksanakan 
fungsinya dengan melakukan analisis. 
Menganalisis berarti pengawas internal 
melakukan teknik pengawasan dalam 
memeriksa memecah dan menguraikan 
suatu permasalahan dan memisahkannya, 
kemudian menghubungkan dan 
membandingkan dengan bagian yang 
lainnya. Dengan analisis pengawas internal 
dapat melihat hubungan penting antara 
satu bagian dengan bagian yang lainnya 
atau menguraikan transaksi yang masuk 
dalam satu pos perkiraan yang bersumber 
dari beberapa transaksi dan hubungannya. 
4. Mengecek (Check) 
Pengawas internal LPD se- 
Kecamatan Pupuan dalam menjalankan 
fungsinya melakukan pengecekan 
(cheking). Mengecek adalah upaya 
penelitian ulang atas sesuatu hal yang 
sebelumnya telah dilakukan oleh pihak 
lain, dengan tujuan untuk memastikan 
apakah hal tersebut telah dilakukan 
dengan benar, atau checking juga berarti 
pengawasan untuk menjamin ketepatan 
setelah dilakukan verifikasi.. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan 
menggunakan koesioner maka efektivitas 
fungsi pengawas sebagai internal auditor 
dalam pengawasan operasional LPD di se- 
kecamatan Pupuan dapat dilihat pada 
tabel 1. 
Pengelompokan tingkat efektivitas 
fungsi  pengawas sebagai internal auditor 
dalam pengawasan operasional LPD, 
dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas 
fungsi pengawas sebagai internal auditor 
dalam pengawasan operasional LPD di 
Kecamatan Pupuan yakni terdapat enam 
LPD dalam kriteria sangat efektif (KSE)  
diantaranya LPD desa Pekraman Bantiran, 
LPD desa  Pekraman Punggang, LPD 
desa Pekraman Galaiukir, LPD desa 
Pekraman Pujungan, LPD desa Pekraman 
Belatungan dan LPD desa Pekraman 
Batungsel. Tujuh LPD termasuk dalam 
kreteria efektif (KE) diantaranya LPD desa 
Pekraman Suradadi, LPD desa Pekraman 
Pempatan, LPD desa Pekraman Sanda, 
LPD desa Pekraman Padangan, LPD desa 
Pekraman Kebon Padangan, LPD desa 
Pekraman Jelijih, dan LPD desa Pekraman 
Belimbing. Dua LPD termasuk dalam 
kriteria cukup efektif (KCE) yaitu LPD desa 
Pekraman Pajahan, dan LPD desa 
Pekraman Anggasari, yang termasuk 
kriteria kurang efektif  (KKE) adalah LPD 
desa Pekraman Baletimbang dan yang 
termasuk kriteria tidak efektif (KTE) yaitu 
LPD desa Pekraman Sai yang terlihat 
pada tabel 1 dibawah ini.
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Tabel 1. Tingkat efektivitas fungsi pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan  
operasional LPD se- Kecamatan Pupuan 
 
No  
 
LPD 
 
Total 
Skor 
Range Skor 
28 ≤ 
KTE< 
50,4 
50,4 ≤ 
KKE < 
72,8 
72,8 ≤ 
KCE < 
95,2 
95,2 ≤ 
KE < 
117,6 
117,6 ≤ 
KSE < 
140 
1 Suradadi 110    √  
2 Pempatan  113    √  
3 Pajahan 83   √   
4 Anggasari 84   √   
5 Bantiran 126     √ 
6 Sanda 107    √  
7 Padangan 113    √  
8 Kebon padangan 112    √  
9 Jelijih 109    √  
10 Punggang 125     √ 
11 Baletimbang 72  √    
12 Galaiukir 132     √ 
13 Pujungan  139     √ 
14 Belatungan 126     √ 
15 Sai  41 √     
16 Belimbing 112    √  
17 Batungsel  123     √ 
Jumlah  1 1 2 7 6 
 
Setelah diketahui banyaknya LPD 
yang termasuk dalam masing-masing 
tingkatan kriteria di atas, maka penilaian 
akhir yang dilakukan adalah menentukan 
persentase dari masing-masing kriteria 
tersebut yang terlihat pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Persentase kriteria efektivitas fungsi pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD se- Kecamatan Pupuan 
No 
 
Kriteria Persentase 
1 Sangat Efektif (KSE) 
  
 
  
              
2 Efektif (KE) 
  
  
  
              
3 Cukup Efektif (KCE) 
  
 
  
              
4 Kurang Efektif (KKE) 
  
  
  
             
5 Tidak Efektif (KTE) 
  
 
  
             
Jumlah  
  
  
  
            
 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat 
bahwa hasil persentase yang diperoleh, 
maka dapat diketahui bahwa enam LPD 
(35,29%) tingkat efektivitas fungsi  
pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD di 
Kecamatan Pupuan dilaksanakan secara 
sangat efektif, tujuh LPD (41,17%) 
dilaksanakan secara efektif, dua LPD 
(11,76%)  dilaksanakan secara cukup 
efektif , satu LPD (5,8%) dilaksanakan 
secara kurang efektif, dan satu LPD (5,8%) 
dilaksanakan secara tidak efektif. 
 
Pembahasan  
Berdasarkan hasil penelitian, 
pengawas internal LPD sebagai internal 
auditor di LPD se-Kecamatan Pupuan 
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memiliki fungsi pengawasan terhadap 
kegiatan operasional LPD, dari 17 LPD 
yang ada di kecamatan Pupuan, ada 16 
LPD dinyatakan pengawas internalnya 
secara aktif mengawasi kebijakan 
operasional dan praktik akuntansi serta 
pelaporan keuangan. Sisanya LPD desa 
Pekraman Sai, tidak melaksanakan fungsi 
pengawas internal LPD sesuai dengan 
program kerja pengawas internal. Fungsi 
pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD se-
Kecamatan Pupuan dilakukan dengan 
empat metode diantaranya memeriksa, 
membandingkan, menganalisis serta 
mengecek (checking) untuk menjamin 
ketepatan setelah dilakukan verifikasi. Hal 
ini sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur (2009) yang menyatakan hipotesa 
pemeriksaan dan pengawasan harus 
mampu menggunakan metode pendekatan 
(teknik) agar pemeriksaan dapat 
berlangsung secara efektif dan efisien.  
Pengawasan internal dilakukan oleh 
bendesa adat di desa pekraman 
bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan 
jenis pendidikan namun dari pusat Badan 
Pengawas Internal LPD selalu 
menyelenggarakan pelatihan mimimal satu 
tahun sekali. Ketua pengawas internal yang 
dijabat oleh bendesa adat dimaksudkan 
untuk menciptakan suatu lingkungan 
pengendalian yang kondusif dan efektif. 
Fungsi pengawasan yang dilakukan 
pengawas internal lebih ditekankan pada 
pemantaun terhadap operasional LPD. Hal 
ini sesuai dengan pasal 1 ayat ( 11 ) 
Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 yang 
menyatakan fungsi pengawas yang 
dibentuk oleh desa dan bertugas 
melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan operasional LPD. Bendesa 
adat diyakini mempunyai karisma dan 
pengaruh yang kuat di lingkungan desa 
pakraman sehingga akan berpengaruh 
terhadap lingkungan pengendalian. 
Bendesa adat juga dituntut untuk 
mengetahui secara utuh operasional LPD 
dan tingkat kemajuan yang dicapai. 
Semakin besar asset LPD maka ruang 
lingkup pengawasan menjadi semakin luas 
dan kompleks, dengan sendirinya 
memerlukan pengetahuan dan kompetensi 
yang semakin khusus. Mengingat 
pentingnya fungsi pengawas internal, maka 
ia harus memiiki kejelasan dalam struktur 
organisasi yang ada, keahlian teknis, dan 
pola pikir yang membuat mampu 
menjalankan tata kelola, bimbingan, dan 
tanggung jawab.  
Efektivitas fungsi pengawas sebagai 
internal auditor dalam pengawasan 
operasional LPD yang ada di Kecamatan 
Pupuan adalah enam LPD (35,29%)  
termasuk dalam kriteria sangat efektif 
karena pengawas sebagai internal auditor 
sudah melaksanakan tugasnya dalam 
pengawasan operasional LPD sesuai 
dengan keenam indikator yaitu 
mensosialisasikan keberadaan LPD, 
memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD, 
mengawasi pengelolaan LPD, memberikan 
petunjuk kepada pengurus LPD, 
memberikan saran, pertimbangan dan ikut 
menyelesaikan permasalah serta 
menyusun dan menyampaikan hasil 
laporan kepada pararum desa. Tujuh LPD 
(41,17%) termasuk dalam kriteria efektif, ini 
terlihat dari fungsi pengawas sebagai 
internal auditor sudah melaksanakan 
tugasnya dalam pengawasan operasional 
LPD sesuai dengan enam indikator namun 
terdapat satu indikator belum terpenuhi 
secara maksimal yaitu mensosialisasikan 
keberadaan LPD. Dua LPD (11,76%) 
dikategorikan cukup efektif karena fungsi 
pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD sudah 
memenuhi enam indikator namun hanya 
tiga indikator yang dilaksanakan secara 
maksimal yaitu mensosialisasikan 
keberadaan LPD, memberikan saran, 
pertimbangan dan ikut menyelesaikan 
permasalahan serta menyusun, 
menyampaikan hasil laporan kepada 
pararum desa . Satu LPD (5,88%) kriteria 
kurang efektif karena pengawas sebagai 
internal auditor dalam melaksanakan 
tugasnya dalam pengawasan operasional 
LPD hanya memenuhi satu indikator secara 
maksimal yaitu menyusun dan 
menyampaikan hasil laporan kepada 
paruman desa, dan sisanya satu LPD 
(5,88%) kategori tidak efektif karena fungsi 
pengawas sebagai internal auditor dalam 
pengawasan operasional LPD tidak 
memenuhi keenam indikator pengawas 
internal LPD. Hal ini sesuai dengan teori 
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Hery (2013:73) bahwa fungsi audit internal 
dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
yang diperiksa, menganalisis, memberikan 
saran pertimbangan yang objektif dapat 
meningkatkan efektivitas suatu operasi. 
Berdasarkan hasil penelitian efektivitas 
fungsi pengawas sebagai internal auditor 
dalam pengawasan operasional LPD di 
Kecamatan Pupuan, temuan ini sesuai 
dengan temuan Wedayani, Jati (2011) 
Fakultas Ekonomi, yang meneliti tentang 
efektivitas badan pengawas sebagai 
internal auditor terhadap pemberian kredit 
di Kecamatan Rendang, Sidemen, Selat 
dan Manggis Karangasem yang hasilnya 
bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan 
auditor internal terhadap pemberian kredit 
dilaksanakan secara efektif sebanyak 44 
LPD atau 86,27% dan sisanya sebanyak 7 
LPD atau 13,73%  tingkat efektivitas fungsi 
badan pengawas sebagai internal auditor 
dalam pengawasan terhadap pemberian 
kredit dilaksanakan secara kurang efektif.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Fungsi pengawas sebagai internal 
auditor dalam pengawasan operasional 
LPD se-Kecamatan Pupuan dilakukan 
dengan empat metode diantaranya 
memeriksa, membandingkan, menganalisis 
serta mengecek (checking) untuk menjamin 
ketepatan setelah dilakukan verifikasi. 
Efektivitas fungsi pengawas sebagai 
internal auditor dalam pengawasan 
operasional LPD se-Kecamatan Pupuan, 
dari 17 LPD sebanyak enam LPD termasuk 
dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE), tujuh 
LPD dalam Kriteria  Efektif (KE), dua LPD 
dalam Kriteria Cukup Efektif (KCE), dan 
satu LPD dalam Kriteria Kurang Efektif 
(KKE) kemudian sisanya satu LPD Kriteria 
Tidak Efektif (KTE). 
 
Saran 
Pengawas internal LPD dalam 
melakukan pengawasan operasionalnya 
sebaiknya dilakukan secara periodik 
sebulan atau maksimal tiga bulan sekali 
agar fungsi pengawas sebagai internal 
auditor dalam pengawasan operasional 
LPD dapat berjalan secara efektif, serta 
meningkatkan lagi kemampuan teknisnya 
sebagai pengawas internal yang dilakukan 
dengan mengikuti perkembangan teknik 
audit melalui seminar, kursus, atau 
pendidikan lanjutan lainnya dalam 
melaksanakan audit bidang LPD.  
Hasil penelitian ini hendaknya dapat 
dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya 
untuk meneliti efektivitas fungsi pengawas 
sebagai internal auditor dalam pengawasan 
operasional LPD. 
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